
BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang
aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan
masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu
ditetapkan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Jembrana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5494);

5. Undang-Undang…
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5094);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan
Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5298);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003
tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan
Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun
2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1058);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010
tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi
Pamong Praja;

14. Peraturan Menteri…



3

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 315);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 590);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
705);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012
tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013
tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun
2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
JEMBRANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Bupati adalah Bupati Jembrana.

3. Satuan…
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3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat
Satpol PP adalah bagian perangkat Daerah Kabupaten
Jembrana yang melaksanakan tugas dalam memelihara
dan menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, serta menegakkan Peraturan
Daerah beserta Peraturan pelaksanaannya.

4. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai
aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan
Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat.

5. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten
Jembrana.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang
mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik
fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan
kekhawatiran.

8. Ketertiban adalah suatu tatanan dalam suatu lingkungan
kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia
baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang
mematuhi kaidah, norma agama, norma sosial dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah
suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

10.Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan
membimbing, mendorong, mengarahkan, termasuk
kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk
melaksanakan sesuatu dengan baik,   teratur, rapi dan
seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan
ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode secara
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil
yang diharapkan secara maksimal.

11.Tugas Penyuluhan adalah suatu kegiatan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Jembrana dalam rangka melaksanakan
penyampaian informasi tentang program pemerintah,
perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota serta produk hukum
lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan
harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan,
kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan yang berlaku sehingga proses pembimbingan
dapat berjalan lancar.

12. Masyarakat…
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12.Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik
sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok
di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang
dalam hubungan sosialdan mempunyai keinginan serta
kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan
situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat
tujuan nasional yang sama.

13.Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah
segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan
dengan perencanaan penyusunan pengembangan
pengarahan pemeliharaan serta pengendalian dibidang
ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna
dan berhasil guna.

14.Tujuan dan Pembinaan keteraturan dan ketertiban
umum adalah untuk menghilangkan atau mengurangi
segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap
keteraturan ketertiban umum didalam masyarakat, serta
menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan
perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga
pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara
aman, tertib dan teratur dalam rangka menetapkan
Ketahanan Nasional.

15.Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindak/
perbuatan sekelompok orang atau massa yang
melakukan protes/aksi karena  tidak puas dengan
keadaan yang ada.

16.Unjuk rasa dan kerusuhan masa merupakan kejadian
yang harus diantisipasi dan dilakukan tindakan
pengamanan oleh Satpol PP Kabupaten Jembrana sebagai
aparatPemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum.

17. Pengawalan terhadap para Pejabat/orang-orang penting
(VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP
Kabupaten Jembrana sebagai aparat Pemerintah Daerah
dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan
ketertiban umum.

18. Penjagaan tempat-tempat penting adalah  merupakan
salah satu tugas melekat pada Satpol PP Kabupaten
Jembrana sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam
rangka  menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban
umum.

19. Patroli adalah kegiatan mengelilingi suatu wilayah
tertentu secara tertentu yang bersifat rutin.

20. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana.

21. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau
tindakan agar Peraturan Daerah ditaati semua pihak, dan
bagi pelanggar dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi
yang tercantum dalam Peraturan Daerah.

22. Standar…
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22. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya
disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi
Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran
dalam melaksanakan tugas menegakan Peraturan Daerah
dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan
masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan SOP Satpol PP Kabupaten Jembrana
adalah sebagai pedoman bagi Satpol PP Kabupaten
Jembrana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat
terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati.

(2) Tujuan penyusunan SOP Satpol PP Kabupaten Jembrana
adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Polisi
Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

(3) Sasaran penyusunan SOP Satpol PP Kabupaten Jembrana
adalah terciptanya Ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan sebaik-baiknya.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 3

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional
harus sesuai dengan SOP Satpol PP.

Pasal 4

(1) SOP Satpol PP meliputi:
a. Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan

Daerah;
b. Standar Operasiona Prosedur Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat;
c. Standar Operasional Prosedur Penanganan Unjuk Rasa

dan Kerusuhan Massa;
d. Standar Operasional Prosedur Pengawalan Pejabat dan

Orang-orang Penting;
e. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Tempat-

tempat Penting; dan
f. Standar Operasional Prosedur Patroli.

(2) SOP…
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(2) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan SOP Satpol PP Kabupaten Jembrana dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jembrana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 21 Oktober 2015
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 21 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 690


